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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Simpulan yang diperoleh dari penelitian tentang tugas dan peran 

pengadilan agama mataram dalam menyelesaikan kasus harta gono gini sebagai 

upaya penyelesaian konflik keluarga pasca bercerai suami dan istri (studi kasus di 

pengadilan agama mataram) adalah sebagai berikut : 

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Mataram Tugas dan 

Peran Pengadilan Agama dalam menangani setiap perkara tidak terlepas dari 

aturan Undang-undang yang sudah ada karena memang disetiap lembaga instansi 

yang akan melakukan tugasnya dan perannya sudah diatur oleh undang-undang 

yang  berlaku dan apabila mereka tidak melakukannya dengan berdasarkan aturan 

undang-undang maka akan dikenakan sangksi hukum, sedangkan Penyelesaian 

sengketa pembagian harta gono gini atau harta bersama yang di lakukan di 

Pengadilan Agama Mataram ada dua cara yaitu pelaksanaan pengajuan gugatan 

perceraian dimulai dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak, dan syarat-

syarat pengajuan yang  terpenuhi maka proses pembagian harta gono gini atau 

harta bersama diperoses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Maka putusan pengadilan agama mataram menetapkan pembagian harta 

gono gini penggugat mendapatkan ½ (satu seperdua). Dan pertimbangan 

pembagian harta gono gini atau harta bersama tidak mesti terpaku terhadap UU 

tetapi sebagai hakim proses pertimbangan pembagian harta gono gini harus 
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berdasarkan rasa keadilan karna hakim sendiri mempunyai asas kontralegen 

didalam memutus suatu perkara karena memang tugas dari hakim itu sendiri yaitu 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran 

yang ingin disampaikan penulis mengenai Tugas Dan Peran Pengadilan 

Agama Dalam Menyelesaikan Kasus Harta Gono Gini Sebagai Upaya 

Penyelesaian Konflik Keluarga Pasca Bercerai Suami Istri di Pengadilan 

Agama Mataram yaitu : 

1. Hakim, saran terhadap hakim dalam menjalankan tugas dan perannya 

harus bersikap adil dalam memutus suatu perkara karna memang 

hakim sangat diutamakan keadilan distributif dalam memutus 

pembagian harta gono gini atau harta bersama dan harus mencermati 

lebih seksama dalam menilai dan menafsirkan Undang-undang.  

2. Panitera, saran terhadap panitera yaitu dalam menyelesaikan proses 

administrasi perkara serta mencatat proses jalannya persidangan harus 

dengan lebih teliti dan hati-hati dalam memeriksa kasus yang sedang 

diajukan.  

3. Masyarakat, saran terhadap masyarakat yaitu agar berhati-hati dalam 

memilih pasangan sebab apabila tidak berhati-hati dalam memilih 

pasangan akan mengakibatkan percerain dan menimbulkan perebutan 

harta gono gini atau harta bersama.  



 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2015 Permata Press. 

www.pta-mataram.go.id. Tanggal 15 Desember 2019 Pukul 17:21 wib. 

Turmuzi, 2018 Analisis Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Putusan Hakim 

Tentang Pembagian Harta Bersama, Lombok Barat. 

Irawansyah Ade, 2018 Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat 

Perceraian, Sumbawa Besar.  

Miner Mary John, 1998 Pengertian Tugas, New York: McGrow-Hill. 

Moekijat, 1998 Pengertian Tugas, Mandar Maju 

www.pta-mataram.go.id.Tugas Pengadilan Agama Mataram,Tanggal 15 

Desember 2019 Pukul 17:21 wib. 

Soekanto Soerjono, 2002 Pengertian Peran, Jakarta: Rineka Cipta.  

Livinson M.H, 2007 Pengertian Peran, New York: Cambridge Universitas Press. 

www.pta-mataram.go.id.Peran Pengadilan Agama Mataram,Tanggal 15 

Desember 2019 Pukul 17:21 wib. 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2015 permata press. 

Djuniarti Evi, 2017Harta Gono Gini, Jakarta Selatan  

Rofiq Ahmad, 1998 Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 

Susanto Happy, 2018 Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian, 

Jakarta:Visimedia.  

http://www.pta-mataram.go.id/
http://www.pta-mataram.go.id/
http://www.pta-mataram.go.id/


 

 
 

(Dikutip Dari www. lindungikami. org/../UU_Nomor_39_Tentang Hak Asasi 

Manusia. Tanggal 11 Agustus 2020 Pukul 10.57wib) 

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2015, Permata Press.  

Harahap Yahya, 2005, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, 

Sinar Grafika. 

Irawansyah Ade, 2018, Pengertian, Dasar Hukum, Ruang Lingkup, Terbentuknya, 

dan Pembagian Harta Gono Gini, Sumbawa Besar. 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35, 2015, Permata 

Press.  

Ahmad Abidin, 2020 Hakim, wawancara,  Di Pengadilan Agama Mataram.  

Sudirman, 2020 Panitera Pengganti, wawancara, Di Pengadilan Agama Mataram. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.lindungikami.org/UU_Nomor_39_Tentang


 

 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

  



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

  



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


